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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

1. Penyelesaian perkara perdata secara pro bono belum menemukan titik 

terang di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang mana pengadilan tersebut 

belum memiliki dana talang ataupun pembiayaan yang disiapkan untuk 

pembebasan biaya perkara gugatan secara pro bono, hal ini disebabkan 

karena tidak ada dana yang diturunkan oleh Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia ke pengadilan tersebut, sehingga 

gugatan secara pro bono yang dalam hal prosedural sudah memenuhi 

persyaratan administrasi dari pihak penggugat melalui kuasa hukumnya 

dari lembaga bantuan hukum, tersendat dalam hal pembebasan biaya 

perkara yang ada di pengadilan tersebut sehingga bertentangan dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; dan 

2. Perlindungan hukum bagi penggugat dalam perkara perdata secara pro 

bono di Pengadilan Negeri Bale Bandung dilindungi oleh Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan yang berada 

di bawahnya, namun ternyata perlindungan hukum yang diatur dalam 

peraturan tersebut tidak terimplementasikan dalam penyelesaian perkara 

pro bono di Pengadilan Negeri Bale Bandung karena hambatan 

pembebasan biaya perkara yang tidak tersedia bagi perkara perdata. 
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B. Saran 

1. Pengadilan Negeri Bale Bandung hendaknya mengajukan surat 

permohonan dana penyelesaian perkara perdata secara pro bono kepada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini menjadi amanat dari 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sehingga 

perkara perdata yang didaftarkan secara pro bono dapat diselesaikan tanpa 

adanya hambatan biaya perkara; dan 

2. Pengadilan Negeri Bale Bandung seharusnya bekerja sama dengan 

Lembaga Bantuan Hukum yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia, sehingga LBH tersebut memiliki dana talang untuk 

menyelesaikan perkara perdata secara probono, dan seharusnya advvokat 

dari LBH memiliki dana talang bagi client yang tidak mampu agar bisa 

memperjuangkan hak-haknya untuk mencari keadilan sehingga client bisa 

terlindungi. 
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